Menimbang :

Mengingat

LURAH WATUSIGAR

KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Watusigar
Nomor 3 Tahun 2023;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus
ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-



10.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah = Kabupaten  Dalam  Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang
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Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
759);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
868);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017 Nomor 35);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana
telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Annggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor
10);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
24);
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Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 39);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di
Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Nomor 37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022
tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2023 Nomor 13);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023
Nomor 35);

Peraturan Desa Watusigar Nomor 1 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Watusigar Tahun 2019-2024 (Lembaran



Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);

29. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran
Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);

30. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM
DESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan
Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);

31. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penyertaaan Modal BUMDESA (Lembaran
Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);

32. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata
(Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor
10);

33. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Watusigar Tahun  Anggaran 2024  (Lembaran
Kalurahan Watusigar Tahun 2023 Nomor 3);

34. Peraturan Kalurahan 5 Tahun 2023 tentang Pungutan
Kalurahan Watusigar (Lembaran Kalurahan Tahun
2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR
dan
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp. 2.700.220.000,00
2. Belanja Kalurahan Rp. 2.626.560.000,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 73.660.000,00

3. Pembiayaan



Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.340.000,00

Pengeluran Pembiayaan Rp. 100.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a—b) Rp. -73.660.000,00

SiLPA Tahun Berkenaan Rp. 26.340.000,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

daftar penyertaan modal (jika tersedia};

daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya (jika ada).

a0 o

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.

4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
berskala lokal Kalurahan.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan
pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan
perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan
memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di: Watusigar
Pada tanggal : 28 Desember 2023

WATUSIGAR )
7=

Diundangkan di: Watusigar
Pada tanggal : 28 Desember 2023

Carik W sigar,

ARSIMIN
LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2023 NOMOR 6



EwTAE A ST ESA
SEMERINT AR WATUSIGAR
Jeois APBDes 1  APBDes Awal
XODE REK URALAN ARSI KETERANGAN
{Rp}
1 2 3 4
£ PENDAPATAN
21 Pendapatan As Desa £0.370.000,00 §
£ Pendapatan Transier 2856 818.530,00
e Pendspatan | ainzin 3.000.000,00
JUS AH PEREDAPATAS 2786 22D500,00
5. BELANIX
51 Belanja Pegawat 812 06718000
52 Beianja Bamang dan Jasa 562 544 820,00 §
53 Belania Modsf 993 248 660 00
sS4 Belanja Tidak Terduga 153.000000,00 §
SURPLUS / {(DEFISIT} 7355000000
6. PEMIBIAYAAN
5.1 Pensrgnazan Pembiayaan 2634000000
6.1.1. St PA Tahun Sebeltmaya 26.340.000,60
52 Pengeluaran Pembiayaan 108.000.000,00 |
522 Penyertaan Modat Desa 100.000.G00,0C
PEMBIAYAAN NETIC {73.650.000,00)

SISA LEBH PEMBIAYASN ANGGARAR

0,00
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NOMOR & Trea M 2
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DES?
ANCGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes -  APBDes Awzd
R;égi&e URAIAN m‘zﬁéﬁm SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asi Desa 435.310.000.00
42, Pendapatan Transfer 2.656.910.000,00 :
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAMN 3.700.220.900,00
5. BELARJA
1 BIDANG PENYE] ENCGARAN PEMERINTAAN DESA 1.216 $19.060,00 |
1.1. Penyelenggaran Belanis Siltap, Tunjangan dan Operasional 968 §19.000,00
Pemeintahan Deca
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepaia Desa 45.800.000,00 | ADD
1.1.01 § 51. Belama Pegawai 46.800.000.00
1.1.02 Penyediaan Pesgiasian Tetsg dan Tunjangan Perangiat Desa 651.721.500,00 | ADD, PBH
1102 | 51. Belanja Pegowai 661.791.000,00
1.1.03 Penyedizan Jaminan Scsia) bagl Kepsia Desa dan Perangkst Desa 42 .428.400,00 § ADD
1103 | 51 Belanja Pegawai 42 478 400,00
1.1.04 gedn%adm Opecasionzal Pemesintah Desa (AT, Honor PKPKD dan PPK 62 235830,00 | ADD, DLL, PAD, f
1104 | 52 Bemnia Barang dan Jasa 52 235.850.00 _
*105 Penyediaan Tunjangan BPD 61.047 760,00 | ADD
1105 | 51 Belanja Pegawai 61.047.780,00
1106 Penyediaan Operasionai BPD {rapat, ATK, Wiaian Mimsr, Pakaian Seraga 12.570.000,60 | PAD, PBH
m, Liskik dif)
1105 | 52 Belanja Barang dar Jasa 12.570.000,00
1.1.07 Penyediaan insentiiOperasional RT/RW 44 87594000 | ADD, PAD, PBH
1107 | 52. Belanja Barang dan Jasa 44.825.340,00 |
1108 Penyedizan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber das Dana Des 37.120.000,00 | DDS
a
1108 | 52 Belanje Barang dan Jasa 37.120.000,00
1z Penyediaan Sarane Prasarana Pemerintahan Desa 7.500.000,060
1294 RehabiftasiPemeliaraan Kendaraan Dinas/Operasional 6.000.000,00 | DLL PBH
1204 { 52 Beianjz Barang don Jesa 6.000.000,00
1255 Peryedisan Jasa Pesbokan/Sanvice Persiaton Kesja 3.500.008,00 | PAD
1235 §{ 53 Belania Barang dan Jasa 1.500.000,00
13. Pengelolaan Adminishresi Kependutulan Pencatatan Sinil Stalishik 44.043.500,00
dan Kearsipan
W 10012024 150203 Halaman 1
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1 2 3 -;; 5
1381 | Femyarae Aossorsmas Umere o Kepesopooose 28359550808 | DOS
1381 § 52 Seons Baap o = 28 355 500,00
13682 Peawesunan, Peadaizan dan Pemeiaidasn Prod@l Besa ™) 1564800000 | DDS
1302 | 52 Beiamga Barang dan Jasa 15.648.000,00
F 2 Penyelenggarasn Tata Praiz Pemerinizhen, Perencanaan, Keuangan 195.147.500,00
dan Pelaporan
1401 Penyelenogaman Musyswach Perencanaan DesafPembanasan APBDes { 15.629.50G0,00 §| ADD, PBH
Reguien) -
401 | 52 Belzniz Barang dan Jesa 153.679.500,00
403 Penyusunan Dokumen Perencanasn Desa [RP 2 DesaRKPDesa &) 10.496.000,00 § ADD, PAD, PBH
1403 | 52 Belania Barang dan Jasa 10.496.000,00
T£05 Pengelolazn Adminishast imvertarsastPeniizizn Aset Desa 8.170.000.00 | Dbs
1405 | 52 Belanja Barang dan Jasa 8.170.000,00
1408 Pengembangan Siskorn informast Desa 34.806.500,00 | DDS
1408 § 52 Belanja Barang dan Jasa 34.805.500,00
1£10 Dukungan & Sesiabisasi Pelolsanzsn Pikades, Pemiiban Ka. Kewilayshan 82 501.000,00 | PBK
&BPD
1410 | 52 Belanja Barang dan fasa 82 501.500,00
1491 Pengisian Perangkat Desa 21.104.500,00 { ADD
1491 § 52 Beiania Barang dan J2sa 21.104 500.00
1452 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparshy Pemenntahan Desa 2244000000 § ADD
1482 | 52 Belarja Barang dan Jasa 22.440.800,00
15. Sub Bidang Pertanahan s o
1506 Adminstrasi Pajak Burmi dan Bamguvan (FBB) 1.300.000,00 . PAD
1506 ] 52, Belanja Barang dan Josa 1.300.0060,00
2 BIDANG PEL AKSANAAN PEMBANGIINAN DESA 1.440.113.000.00
21 Sub Bidang Pendidikan 174.808.003,00
2101 PALUDVTK/TPATKATPOMadrasah NonFormal Mk Des 24 000.000,00 §} DDS
a (Honor, Pakaian dif)
2101 {| 52 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
2190 Pembangunan/Rehshiftas Gedung PAUDITK kk Desa 150.000.000,00 § DDS
2190 § 53. Belanja odal 150.800.600,00
2. Sub Bidang Kesehaton 134.630.000,60
2202 Penyelenggaraan Posyandy (#im Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, insents} 14.260.000,00 | DbS
2202 § 52 Beleniz Barang dan Jasa 14 260 000,00
2283 Penyuluhon don Pelsihan Bideng Kesstmtan {Uniuk Masy, Tenaga don Ka 5323.000,00 | DoS
der Kesehatan dif)
2203 | 52 Belama Barang dan dasa 5.373.000,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesshalan 3587800000 | DDS
2204 § 52 Belania Barang dan Jasa 24.873.000,00
2284 | 53. Belania Modal 12 000.000,00
2209 Pembangunan/RehsbiiasiPeningkatan/Pengadsan SeranaiFrasarana 7.558.000,00 § DDS
Posyandu/PoindesPKD ™
Prnted by Siskaudss 1050172024 150584 Halaman 2
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RENENING E— MCENER Rp"_ SUNMEERDAN
1 | 2 3 < 5
2208 | 53 Seoms Moo 755800000
Demsenrma—on Pos Pexbnzsan Terpads {Postanada) 700000000 | DDS
52 Beiorse Barang dan fasa 7.00G.000,00
22091 Pemninazn Gerzkan Masyarskat Hidup Sehet (Germas) 7.355.000,00 | DDS
2291 { 52. Belanja Barang dan Jasa 7.355.000,00
2283 Penyelenggaraan kesehatss ingkungan 5.305.000,00 | DDS
2293 { 52 Belarnja Barang dan Jass 6.305.000,00
2294 Pembesian makanan tambahan anfuk balitalsiswa PAUD 27 590.000,00 | DDS
2294 | 52. Belanja Barang dan Jasa 72 590.000,00
2288 Insentif kader kesehaten/XB 27.360.000,00 | DDS
2238 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.360.000.00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 435.609.000,00
23.10 Pembangunan/RehatiftasiPeningkatan/Pengerasan Jaizn Desa ™) 112 876.500,00 { DDS
2310 | 53. Belanja Modzi 112.876.500,00
| 23.11 +12.876.500,00 | DDS
2311 | 53 Belania Modal 112 B76.500,00 {
2312 PembangunanRehabiitasiPeningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tam -} 209.856.900,00 { DDS
2312 | 53. Belanja Modal 205.856.000,00
2.4. Sub Bidang Kawasan Peaudkinuan Z13.780.000,60
| 2401 Dukungan Pelaksanaan Progam PambengananiRehab Rumab Taak Laya 105 000.G00,00 § PBP
! k Huni GAKIN
2401 | 53. Belamja Modal . 195.000.000,00
| 2491 Pemberian stimutan jarban sehat 18.780.000,00 | DDS
2491 | 53. Belanja Modzai 18.780.000.00
28. Sub Bidang Perhwibungan, Komuniiasi dan lnformafika 7.460.006,00
2802 Penyelenggarasn Informasi Publik Desa (Pester, Balifo DA 7.400.000,00 § DDS
2602 | 52. Belanja Barang dan Jasa 7.160.000,00
28 Sub Bidang Pariwisata 175.000.000,00
2803 Pengembangan Parwisata Tingkat Desa 175.600.000,00 | PEP
2803 | 5.3. Belanja Modal 175.000.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 36.583.0006.60
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.600.006,00
3290 Pemberian sHraian Kegisian keagEmaan 15.600.060,00 | DDS
3233 § 52 Btz Boang den J2sa 15.600.500.00
=4 Sub Bideng Kepemadasn dan Giahraga 1.505.080,00
3393 Operasional Karang Tanma 1.505.000,00 § PAD
3383 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000,00
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 19.572.000,00
3292 Optimziisasi peran Tim Koordinast Penanggulangan Kemiskinan Desa (1K 12.703.000,00 | DDS
PK Desz}
3292 | 52 Beiaria Barang den Jasa 12 703.000.60




KODE

ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
3.495 Operssional | PMD dan/atzs LPMD 3.395.000.060 § PAD, PBH
3495 | 5.2 Belania Bamng dan Jasa 3.385.000,00
3.4.96 Operasional PKK 3.780.000,00 | ADD
3496 | 52 Belanja Barang dan Jlasa 3.780.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAMAT 74.648.000,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak dan 40.648.060,060
Ketuarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyululan Pemberdayaan Perernpuan 35.368.000,00 § DDS
4401 § 52 Belanja Barang dan Jasa 35.358 000,00
4.496 Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduks! pads remala 5.280.000,00 § ODS
4496 § 5.2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000.00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usshs §icro Kecl dan Menengah {UIEG 22.850.000,00
4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Milwo, Kecl, Menengah dan Kop 2200000000 § DDS
erasi
45.02 | 52. Belarja Barang dan -Jasa 22 300.000,00
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 12.000.000,00
4.6.02 ?;elaﬁbm Pengeinlzan BUN Desa {Pelafhan yy disksanalen oieh Pamde 1200000080 § DBS
s
4602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BERCANA DARURAT DAN WMERDESAK DE 458.000.000.00
5.1. Subr Bidang P 30.000.000,00
5.1.00 Kegiatan Perangguianan 30.000.000,00 | DS
5.1.00 | 54. Belanja Tidsk Terduga 30.000.000,00
5.2. Sub Bidang Keadaan Dararat 20.500.000,60
52.00 Penanganan Keadaan Darurat 201.000.000,00 § DDS
5200 | 54. Belanja Tidak Texuga 20.000.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 108 000.006,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 108.000.000,00 | DBDS
53.00 § 54 Belanja Tuisk Terluga 1068 000.600,60
JURELAH SEe ANUA 2.526.566.900,00
SURPLUS { {DEFISIT) 73.660.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiaysan 26.340.600,00
82 Pengeluaran Pembizyast 108.000.060.00
PEREEIAYAAN NETTC {73.550.000,00)
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BERITA ACARA
NOMOR:100 -2.4 /022

Pada hari ini KAMS tanggal DUA  plulur DELRPAN bulan Desember tahun
dua ribu dua puluh tiga, kami masing-masing:

1. Nama : Giman
Jabatan : Lurah Watusigar
Alamat : Ngampon 002 /009, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : Pardi
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watusigar
Alamat : Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Bertempat di Balai Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul
telah dilakukan musyawarah pembahasan tentang Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2024 yang dihadiri oleh Bamuskal dan Lurah Watusigar beserta Pamong Kalurahan
Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum
dalam lampiran daftar hadir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dar
musyawarah yaitu:
Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Watusigar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi
panewu dan Inspektorat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
Watusigar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Watusigar
Pihak Kedua Pihak Kesatu

Euirah Watusigar
GUNUNE

Ketua Bamuskal Watusigar

e




PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR

Alamat - JI. Jatayu-Ngawen .';;,5 gar, j\{;a 57%3;".;:;?::';;; Kode Pos: 55853
Posel: watusicari2@gmail com Websiie: desawstusigar.gunungkidulkab.go.id
DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT
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